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Abstract:  

This study aims to explain and analyze the forms of regulation of freedom of 
opinion and expression in social media that apply in indonesia and explain and 
analyze whether the regulation of freedom of opinion and expression in social 
media is appropriate and in line with the principles of human rights protection. 
This study uses normative methods. The results showed that people's freedom 
of expression to express their opinions is the right and responsibility of the 
Democratic state. The application of the ITE Law in relation to the basic rights 
of every citizen in terms of freedom of opinion and expression cannot be 
reduced or limited by anyone and by anything, even the state. Because the state 
here is a party that assumes responsibility in terms of respecting and protecting 
these human rights through the provisions of legislation. Criticism of the 
government is not a violation of the law, freedom of opinion and expression is 
guaranteed in the Indonesian constitution. The restriction in freedom of 
expression and opinion is intended to create a security and welfare among 
fellow citizens so as not to violate other human rights. 
Keywords: Freedom of opinion and expression; uu ite; human rights. 

 
Abstrak:  

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk 
pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media social yang 
berlaku di indonesia serta menjelaskan dan menganalisis apakah pengaturan 
kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial sudah sesuai dan 
sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini 
menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
kebebasan masyarakat dalam berekspresi untuk mengemukakan pendapatnya 
merupakan hak dan tanggung jawab dari negara demokrasi. Penerapan UU 
ITE dalam kaitannya dengan hak dasar setiap warga negara dalam hal 
kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dapat dikurangi atau dibatasi 
oleh siapapun dan oleh apapun, bahkan negara sekalipun. Sebab negara disini 
merupakan pihak yang mengemban tanggung jawab dalam hal menghormati 
dan melindungi hak-hak asasi manusia tersebut melalui ketentuan perundang-
undangan. Kritikan kepada pemerintah bukan merupakan pelanggaran 
hukum, kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi dijamin dalam 
konstitusi Indonesia. Adapun pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan 
berpendapat ditujukan agar terciptanya suatu kemanan dan kesejahteraan 
antar sesama warga negara sehingga tidak melanggar hak asasi manusia lain.  
Kata Kunci: kebebasan berpendapat dan berekspresi;uu ite;ham. 
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PENDAHULUAN 

Negara indonesia adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar 

kekuasaan Negara dan penyelenggaraan Negara tersebut dalam segala bentuknya 

dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Negara yang berdasarkan kekuasaaan hukum 

berarti Negara dengan segala tindakan pemerintahanya harus berdasarkan hukum 

sehingga kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, Negara 

atau pemerintah harus menjamin tertib hukum, menjamin tegaknya hukum dan 

menjamin tercapainya tujuan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar untuk pedoman dalam 

penyelenggaraan pemerintahan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sehingga 

berbagai hukum di Indonesia mengacu pada UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana 

dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi bahwa Negara Indonesia 

adalah Negara Hukum. Banyak sekali peraturan hukum yang mengatur mengenai hak 

asasi manusia salah satunya adalah pasal 1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa Hak asasi manusia adalah 

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai  

makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib 

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan martabat 

manusia. 

Sebagai negara hukum dengan sistem negara demokrasi, maka dari itu 

karakteristik mendasar suatu negara dengan sistem demokrasi adalah keterlibatan 

warga negara dalam setiap pengambilan keputusan politik, baik secara langsung atau 

melalui perwakilan. Karakteristik lain dari negara demokrasi adalah adanya 

kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan kepada warga atau dipelihara dan 

dimiliki oleh warga negara. Hak Asasi Manusia dalam kehidupan negara, seperti hak 

untuk memilih, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan beragama, 

kebebasan dari perlakuan sewenang-wenang oleh sistem politik dan hukum, 

kebebasan bergerak dan kebebasan berkumpul dan berserikat.  Penjaminan HAM 

merupakan implementasi budaya demokrasi di masyarakat. Maka dengan ini 

kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi melalui media sosial merupakan 

fungsi yang penting dalam ranah demokrasi. 
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Demokrasi memberikan peluang kepada setiap orang untuk menikmati 

kebebasan yang dimilikinya secara proporsional karena kebebasan seseorang 

dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan berpendapat dan berekspresi 

merupakan elemen penting dalam jalannya demokrasi dan partisipasi publik. Hal ini 

diperlukan agar terciptanya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan publik 

atau dalam hal pemungutan suara. Apabila masyarakat kebebasannya dilanggar 

maka dapat dikatakan pemerintahan telah berlangsung secara otoriter. Toby Mendel 

menjelaskan bahwa terdapat beberapa alasan kebebasan berpendapat dan 

berekspresi menjadi hal yang penting: 1). Karena ini merupakan dasar demokrasi; 

2). Kebebasan dan berpendapat berekspresi berperan dalam pemberantasan 

korupsi; 3). Kebebasan berpendapat dan berekspresi mempromosikan akuntabilitas; 

4). Kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam masyarakat dipercaya 

merupakan cara terbaik menemukan kebenaran. 

Jimly Asshidiqie, sebagaimana yang telah dikutip oleh Nurul Qamar 1  dalam 

bukunya yang berjudul hak asasi manusia dalam negara hukum demokrasi 

mengemukakan bahwa pendapat tidak hanya disampaikan secara lisan seperti 

pidato namun juga dapat lewat tulisan dalam berbagai tulisan yaitu salah satunya 

tulisan di media sosial. Mengemukakan pendapat sebenarnya adalah hak dari segala 

warga negara. Kenyataanya, beberapa kasus di Indonesia terjadi karena pendapat -

pendapat di masyarakat tidak di terima oleh kelompok. Sedangkan, perlindungan 

dan penghormatan HAM adalah tanggung jawab negara melalui aparatur 

pemerintahan.2 

Kebebasan mengemukakan pendapat (hurriyyat al-ra’y) merupakan aspek 

terpenting dari kebebasan berbicara . Dalam pemerintahan Islam, kebebasan 

berpendapat adalah hak individu yang mengantarkanya kepada kepentingan dan 

nuraninya yang tidak boleh dikurangi negara atau ditinggalkan individu. Hal ini 

penting bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan setiap individu, agar seorang 

muslim dapat melakukan kewajiban-kewajiban Islamnya. Diantara kewajiban 

                                                             
1 Nurul Qamar. (2003). Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika, 

hlm.101. 
2 Eko Riyadi. (2018). Hukum Hak Asasi Manusia. Depok: PT   Raja Grafindo Persada, hlm. 6. 
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tersebut adalah melakukan amar ma’ruf nahi munkar, yang untuk merealisasikannya 

membutuhkan dan dituntut kecakapan mengutarakan pendapat secara bebas. 

Pengakuan dan pengaturan terhadap kebebasan berekspresi melahirkan 

kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dengan cara apa 

pun sehingga hak atas kebebasan berekspresi melahirkan hak atas informasi. Dalam 

UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 F, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak 

untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan  pribadi 

dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, 

menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, dengan menggunakan segala 

jenis saluran yang tersedia”. Serta dalam Pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi bahwa 

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 

pendapat”. Amanah konstitusi itu kemudian diturunkan dalam aturan lebih rinci 

seperti Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU 11/2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan uraian latar belakang di 

atas, maka timbullah dua pertanyaan yaitu bagaimanakah bentuk pengaturan 

kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial yang berlaku di Indonesia 

dan Apakah pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial 

sudah sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. 

METODE  
 Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Menurut 

Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan 

bahwa penelitian hukum doktrinal adalah sebagai berikut : Penelitian doktrinal 

adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur 

suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan 

menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa 

depan.3   Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan 

pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen 

adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum 

                                                             
3 Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

hlm. 32. 
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tertulis dengan mempergunakan content analisys.4  Teknik ini berguna untuk 

mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, kasus yang terjadi, deklarasi HAM, konvensi hak 

sipil poltik dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang 

berhubungan dengan perlindungan hukum kebebasan berpendapat dan berekspresi 

di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia.  

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan metode kualitatif, yaitu metode analisis bahan hukum dengan cara 

mengelompokkan dan menseleksi bahan hukum yang diperoleh dari penelitian 

lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, 

yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan 

teori-teori dari studi kepustakaan (bahan hukum sekunder), kemudian dibuat 

kesimpulan yang nantinya berguna untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian 

ini.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

A. Bentuk Pengaturan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media 

Sosial yang Berlaku di Indonesia 

Memasuki era informasi yang berkembang makin kompleks dan hanya dapat 

dikelola dengan memanfaatkan  jasa  teknologi  informasi  yang  tepat.  Semua  hal  

yang  kita  hadapi  saat  ini merupakan  informasi.  Oleh  karena  itu,  untuk  

menghadapinya,  kita  perlu  dibantu  oleh teknologi  informasi  yang  dewasa  ini  

semakin  berkembang  dan  pada  waktunya  nanti  dapat merubah corak kehidupan 

umat manusia. Sehingga yang akan menjadi hak kemanusiaan yang pokok  di  masa-

masa  mendatang  adalah  hak  atas  informasi  dalam  bentuk  dan  coraknya. Bahkan  

hak  untuk  menyampaikan  informasi  tersebut  dalam  berbagai  bentuk  dan  

coraknya masing-masing.  Perlu  dipikirkan  bagaimana  kemanusiaan  yang  bebas  

dan  merupakan  hak segala   bangsa   dan   hak   setiap   orang   untuk   menyampaikan   

dan  mengetahui   informasi, sehingga  harus  sejak  dini  diatasiagar  informasi  yang  

                                                             
4 Ibid., hlm. 21. 
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berkembang  pesat  ini  dengan  bantuan teknologi informasi di seluruh dunia ini 

jangan sampai merugikan orang lain.5   

Kebebasan  berpendapat  dimaknai  sebagai  suatu  hak  atas  kebebasan  pribadi  

yang  menuntut pemenuhan  dan  perlindungannya,  serta  dijamin  dalam  konstitusi.  

Kebebasan  berpendapat merupakan  suatu  indikator  bagi  suatu  negara  akan  

keberlangsungan  demokrasi  di  Negara tersebut  serta  dapat  menggambarkan  akan  

perlindungan  dan  pengakuan  terhadap  Hak  Asasi Manusia  dalam  suatu  negara.  

Sepertiyang dikatakan oleh John W. Johnson ”Sebuah negara dianggap  benar -benar  

demokratis,  ia  harus  siap  memberikan  perlindungan  substansial  untuk ide-ide 

pengeluaran pendapat media.6  Konvergensi  teknologi  yang  dialami  Indonesia  

dibidang  Telematika  (Teknologi,  Media  dan Informatika) telah diatur dalam UU 

ITE. Sebagai payung hukum di Indonesia untuk pertama kali   dalam   bidang   

teknologi   informasi   dan   transaksi   elektronik,   dimana   di   dalamnya seharusnya  

juga mengatur  akan  jaminan perlindungan  kebebasan  berpendapat,  khususnya  di 

dalam  media  internet.  Tanpa  dapat  dihindari  internet  telah  menjadi  tantangan  

akhir bagi kebebasan  menyampaikan  pendapat.  Sementara  internet  dapat  

memfasilitasi  akses  global pada  informasi,  internet  juga  dapat  menyebabkan  

permasalahan  bagi  negara,  individu,  dan masyarakat  internasional  yang  berusaha  

untuk  mengatur  informasi.  Internet  telah  beralih fungsi menjadi media massa 

elektronik yang mampu membawa perubahan dalam kehidupan manusia dalam 

berbagai aspek dari yang bersifat positif hingga hal negatif.  Kebebasan berpendapat 

dan berekspresi merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga 

negara dan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Negara 

Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan 

melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia.7 

                                                             
5 Darwin  Prinst. (2011). Sosialisasi  dan  Diseminasi  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia. 

Bandung: Citra  Aditya  Bhakti, hlm. 81. 
 
6 Abdul Wahid dan Moh.Labib.(2015). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Bandung: Refika Aditama, 

hlm. 56. 
7 M.  Arief  Mansur  Dikdik  dan  Elikatris  Gultom. (2015). Cyber  Law  Aspek  Hukum  

Teknologi  Informasi. Jakarta: Rafika  Aditama, hlm. 62. 
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Hal ini diaminkan dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945 pada Pasal 28E ayat (3) yang mengemukakan b ahwa 

“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 

pendapat.” Kemudian penafsiran dari pasal tersebut diakomodir melalui Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di 

Muka Umum Pasal 1 ayat (1) “kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, 

tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan 

perundangan yang berlaku.”  Pada tataran hukum nasional, hak atas informasi 

merupakan hak yang diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 F, yang 

menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan  pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak 

untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 

informasi, dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Amanah 

konstitusi itu kemudian diturunkan dalam aturan lebih rinci seperti Undang – 

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU 11/2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik dan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik. 

Beberapa aturan diatas menegasakan bahwa kebebasan berpendapat dan 

berekspresi merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi 

oleh negara. Implementasi dalam kebebasan berekspresi dapat berupa tulisan, buku, 

diskusi, atau dalam kegiatan pers. Setiap warga negara secara sah dapat 

mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya, baik berupa kebijakan publik yang 

dibuat oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Pendapat atau kritikan atas 

setiap kebijakan publik merupakan suatu control terhadap jalannya suatu 

pemerintahan. Hal ini diperlukan agar setiap kebijakan tidak bertentangan dengan 

HAM dan kebijakan tertuju jelas untuk rakyat. Terdapat empat aspek penting dalam 

penilaian kondisi demokrasi di Indonesia antara lain ; Kebebasan Sipil, Partisipasi 

Sipil, Supermasi Hukum dan Perlindungan HAM.  Norma hak atas kebebasan 

berekspresi dan berpendapat merupakan norma hak yang paling urgen, diantara 

seluruh rangkaian norma hak asasi, ditinjau dari hak politik ( political right). Norma 

hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dinilai sebagai salah santu kunci 

demokrasi, norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dibutuhkan 
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dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Dijaminnya hak atas kebebasan 

berekspresi dan berpendapat senantiasa memberikan pengawasan dan kendali  oleh 

masyarakat umum kepada jalannya roda pemerintahan (publik control and 

direction).8 

Sebagai upaya pencegahan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang 

kebablasan maka kebebasan berpendapat dan berekspresi dibatasi oleh undang -

undang, jiwa (morality) masyarakat, ketertiban sosial dan politik (publik order) 

masyarakat demokratis. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dimana 

kebebasan berpendapat dan berekspresi itu hidup akan turut memberi andil 

mengenai cara kebebasan berpendapat dan berekspresi itu diterapkan. Peraturan 

sebagai terjemahan dari konstitusi diperlukan dalam hal mengenai batasan dalam 

negara penganut hukum positivis. 

Kebebasan berpendapat memiliki tanggungjawab dan dibatasi oleh hukum 

yang dibutuhkan demi menghormati hak dan repotasi orang lain, perlindungan 

keamanan negara, kesehatan dan moral publik. Ketentuan Pasal 19 (3) ICCPR “The 

exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special 

duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but therse 

shall only be such as are provided by law and are necessary; (a) For respect of the rights 

or reputations of others. (b) For the protection of national security or of publik order 

(ordre publik), or of publik health or morals.” (kebebasan berpendapat dan 

berekspresi itu harus menghormati hak atau nama baik orang lain dan tidak 

memberikan ancaman terhadap keamanan nasional, ketertiban, kesehatan, dan 

moral umum).9 

Ketentuan pada Pasal 20 (2) ICCPR menjadi pembatas kebebasan berekspresi 

dan berpendapat. “any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes 

incitement to discrimination or violence shall be prohibited by law .” (ajakan kebencian 

terhadap suatu bangsa, ras, atau agama yang menghasut perbuatan diskriminasi, 

permusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum). Hal ini sejalan untuk 

mencegah adanya kebebasan berekspresi dalam bentuk tulisan, gambar, atau audio 

                                                             
8 Ibid.,  hlm. 41-42. 
9 Ibid., hlm. 45. 
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yang berisis propaganda, ujaran kebencian atas dasar ras, agama atau tindakan 

diskriminasi lainnya.10  

 Dalam instrumen hukum nasional pembatasan hak telah diatur dalam pasal 

28J ayat (2) UUD NRI 1945 dikatakan bahwa dalam menjalankan hak dan 

kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan oleh undang -

undang. Pasal ini memiliki kesamaan konteks pembatasan dalam hak kebebasan 

berekspresi dan berpendapat yang terdapat pada intrumen hukum internasional.  

Seseorang dalam mengekspresikan pendapatnya wajib tunduk terhadap pembatasan 

yang berlaku dalam undang-undang. Hal ini diperlukan demi terjaminnya hak dan 

kebebasan orang lain. 

Sejak disahkannya UU ITE pada tahun 2008 hingga saat ini, sangat banyak suara 

masyarakat yang merasa bahwa kehadiran UU ITE ini menyebabkan kebebasan 

dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial menjadi terbatasi dan 

mengakibatkan banyaknya korban dari adanya pasal karet dalam UU ITE ini. Setelah 

mendengar masukan dari berbagai pihak, mulai Kepolisian,Kejaksaan Agung, 

Kemenkominfo, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para korban, 

terlapor hingga pelapor, maka dibuatlah pedoman UU ITE dalam bentuk Surat 

Keputusan Bersama (SKB). SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Komunikasi 

dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kementerian Koordinator Bidang Politik, 

Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Surat Keputusan Bersama (SKB) 

tentang pedoman kriteria implementasi UU ITE No. 19/2016 tentang perubahan atas 

UU 11/2008 Tentang ITE ini sekaligus sebagai respons suara masyarakat bahwa UU 

ITE itu kerap memakan korban karena mengandung pasal karet, kriminalisasi, dan 

diskriminasi. Untuk itu, beberapa pasal yang dianggap pasal karet di dalam UU 

tersebut ditinjau kembali penerapannya. Misalnya, di dalam Pasal 28 ayat (2) 

mengenai konten yang menyebarkan kebencian berdasarkan Suku, Agama, Ras dan 

Antar-Golongan (SARA). Dalam SKB ini, Aparat Penegak Hukum harus dapat 

membuktikan bahwa pengiriman konten tersebut mengajak atau menghasut 

masyarakat memusuhi individu atau kelompok dari Suku, Agama, Ras dan Antar 

                                                             
10 Ibid., hlm. 46. 
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Golongan tertentu atau tidak. Serta ujaran kebencian berdasarkan SARA harus 

mengacu kepada definisi antar golongan sesuai dengan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 76/PUU/XV/2017. 

Selain peraturan yang diatur melalui perundang-undangan, kebebasan 

berpendapat dan berekspresi dalam bentuk ujaran kebencian juga diatur dalam 

peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(Kapolri) yang telah menerbitkan suatu produk hukum yang berkenaan dengan 

ancaman pidana terhadap apa yang disebut ujaran kebencian atau hate speech. 

Adapun produk hukum yang diterbitkan Kapolri tentang ujaran kebencian (hate 

speech) yaitu Surat Edaran Kapolri No.SE/6/X/2015 tentang Ujaran Kebencian.  

Adanya produk hukum yang diterbitkan Kapolri tentang ujaran kebencian (hate 

speech) telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan antara lain mengenai lingkup 

cakupan dan kedudukan dari ujaran kebencian yang dikemukakan dalam produk 

hukum tersebut. Lingkup dari ujaran kebencian dikemukakan dalam angka 2 hur uf f 

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian 

(Hate Speech) antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan 

tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong dan 

semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak 

diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.  

B. Analisis Kesesuaian Pengaturan Kebebasan Berpendapat dan 

Berekspresi di Media Sosial dengan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak 

Asasi Manusia 

Kebebasan berpendapat di muka umum salah satu bagian dari Hak Asasi 

Manusia (HAM). Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat 

di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hak Asasi Manusia sebagai hakhak dasar 

atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir adalah sebagai anugerah dari 

Tuhan. Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia terdiri atas dua hak dasar yang paling 

fundamental, terdiri dari hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar 

ini lahir hak-hak asasi lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini, hak asasi manusia 

lainnya sulit ditegakkan. 
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Menurut Philipus M. Hadjon, negara hukum dasarnya betujuan untuk 

memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi 

rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi 

manusia dan prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi 

manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari pada 

negara hukum yang mengasaskan pancasila, sebaliknya dalam negara totaliter tidak 

ada tempat bagi hak asasi manusia.11 

Keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi negara hukum terkait dengan 

pengaturan Hak Asasi Manusia oleh negara. Akan tetapi tindakan tersebut bukannya 

melakukan pengekangan oleh negara, namun dalam konsepsinya hal tersebut 

sebagai bentuk tanggung jawab negara memberikan perlindungan yang 

komprehensif. Dalam suatu sisi, Hak Asasi memiliki sifat dasar yang membatasi 

kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi 

wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian 

(Sturing). Jadi walaupun hak-hak dasar itu mengandung sifat yang membatasi 

kekuasaan yang dilakukan pemerintah, namun pembatasan tersebut t idak berarti 

mematikan kekuasaan pemerintah yang dasarnya berisi wewenang untuk 

mengendalikan kehidupan masyarakat. Salah satu hak dasar warga negara adalah 

hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan 

hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan bagian yang penting dalam 

perjalanan kebangsaan mengingat bahwa upaya demokratisasi yang berujung pada 

kebebasan demokrasi tersebut dari waktu ke waktu yang kian terus mengalami 

perkembangan. 

Kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 

tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Landasan konstitusional 

ini memberi jaminan atas :12  

1. Kemerdekaan seseorang atau kelompok masyarakat untuk berserikat.  

                                                             
11 Nurul Qamar. (2013). Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi. Jakarta: Sinar 

Grafika. hlm. 22-24. 
12 Jakob Tobing. (2011). Kebebasan Berserikat Sebagai Hak Asasi.Civis, 3(1), hlm. 20 
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2. Kemerdekaan seseorang atau kelompok masyarakat untuk berkumpul. 

3. Kemerdekaan seseorang atau kelompok masyarakat untuk meyatakan 

pendapat secara lisan maupun tulisan. Akan tetapi secara tersirat pasal 

tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan berserikat adalah 

pemberian negara melalui undang-undang. 

Theo Huiybers menyatakan bahwa makna dari hak asasi manusia menjadi jelas 

apabila pengakuan hak-hak tersebut dipandang sebagai bagian pemenuhan hidup 

yang telah mulai sejak manusia menjadi sadar tentang tempat dan tugasnya di dunia. 

Sejarah kebudayaan sebagai hidup di bidang moral, sosial, dan politik melalui 

hukum. Melalui hukum pula prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengakuan 

eksistensi mansuia sebagai subyek hukum dirumuskan sebagai suatu bagian integral 

dari tata hukum. Melalui hukum, hak asasi manusia diakui dan dilindungi karena 

hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi komitmen negara untuk 

melindungi hak asasi manusia.13 

Kebebasan berpendapat dan berekspresi sangat identik dengan prinsip 

demokrasi suatu negara, bahkan dapat dikatakan bahwa suatu demokrasi timbul 

karena adanya perbedaan pendapat, atau suatu negara muncul kerena adanya 

pendapat bersama untuk membentuknya (sesuai dengan teori kontrak sosial yang 

disampaikan oleh J.J. Rousseau). Seperti yang dikatakan oleh Kuntjoro Probopranoto 

dalam bukunya Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila bahwa tanpa bebas pendapat 

yang dapat dinyatakan secara teratur yaitu secara soal jawab yang dapat dinyatakan 

dalam suatu rapat bersama atau sidang, maka tidak dapat tersusun pula “kehendak 

rakyat” tidak dapat membentuk “volonte generale” atau “kehendak umum” dari 

rakyat yang merupakan dasar sistem pemerintahan negara demokrasi. Oleh karena 

itu disini negara seharusnya juga harus menghormati serta melindungi hak atas 

kebebasan menyatakan pendapat tanpa mengurangi sedikitpun sebagaimana yang 

telah disebutkan dalam teori diatas. 

Pembatasan dan pengurangan hak-hak asasi manusia yang diatur di dalam 

Kovenan Sipol diterjemahkan secara lebih detil di dalam prinsip-prinsip Siracusa 

                                                             
13 Niken Savitri.(2008). HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum feminis terhadap KUHP.ctk. 

Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 4. 
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(Siracusa principles). Di dalam Prinsip ini disebutkan bahwa pembatasan hak tidak 

boleh membahayakan esensi hak. Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan 

secara tegas dan ditujukan untuk mendukung hak-hak. Semua pembatasan harus 

ditafsirkan secara jelas dan dalam konteks hak-hak tertentu yang terkait. Prinsip ini 

menegaskan bahwa pembatasan hak tidak boleh diberlakukan secara sewenang -

wenang. Kebebasan berpendapat tersebut pada dasarnya merupakan hak dan 

tanggung jawab negara demokrasi. Demokrasi yang dipahami sebagai pemerintahan 

dari, oleh, dan untuk rakyat menghendaki adanya partisipasi aktif dari masyarakat 

untuk turut serta dalam pemerintahan. Masyarakat diharapkan mampu melakukan 

fungsi control terhadap jalannya pemerintahan suatu negara, dengan cara turut 

menyampaikan pandangan terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah. 

Dengan demikian maka secara tidak langsung masyarakat berperan dalam jalannya 

pemerintahan, melalui jaminan kebebasan berpendapat. Apabila masyarakat tidak 

diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah, maka 

dapat dikatakan bahwa pemerintahan tersebut bersifat otoriter. 14 

Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, 

merupakan persyaratan mutlak yang lain dan harus dimiliki oleh suatu negara 

demokrasi (termasuk Indonesia), maka kebebasan ini harus pula dijamin di dalam 

undang-undang negara yang bersangkutan. Dalam hal ini termasuk juga Undang – 

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur pelaksanaan 

kebebasan menyatakan pendapat melalui media internet. Undang-undang yang 

mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus 

dengan tegas menyatakan adanya kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan 

maupun tertulis. Dalam rangka kebebasan menyatakan pendapat tersebut, maka 

setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga 

harus dijamin pula haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengolah dan menyampaikan pendapat tersebut. Dibalik itu perlu pula adanya 

ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin 

mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan dimaksud. Akan tetapi 

                                                             
14 Putu Eva Ditayani Antari.(2017). Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat 

Pada Media Sosial di Indonesia.Jurnal Hukum Undinas 4(1), hlm.21. 
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ketentuan yang seharusnya ada tersebut tidak ditemukan dalam Undang-Undang 

yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut.  

Pemanfaatan  terhadap  teknologi  di  dunia  maya  di  Indonesia  diatur  dengan  

UU  ITE  tetapi pengaturan  tentang  kebebasan  berpendapat  tidak  diatur  secara  

tegas  dalam  Undang-Undang ini,  sebab  ketentuan  yang  berkaitan  dengan  

kebebasan  menyampaikan  pendapat  hanya terdapat  dalam  satu  pasal,  yaitu  Pasal  

27,  khususnya  ayat  (3)  yang  menyatakan  larangan untuk  “setiap    orang    dengan    

sengaja    dan    tanpa    hak    mendistribusikan    dan/atau mentransmisikan  dan/atau  

membuat  dapat  diaksesnya  informasi  elektronik  yang  memilikimuatan  

penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik.”  Ketentuan  dalam  pasal  inilah  

yang mendapatkan   protes   serta   tentangan   dari   berbagai   pihak   yang   

berkepentingan   karena dianggap  telah  mengekang  dan  membungkam  kebebasan  

berpendapat  yang  menjadi  hak subjek  hukum  sebagai  salah  satu  bagian  dari  

Hak  Asasi  Manusia  yang  harus  dilindungi  sehingga terdapat beberapa pihak yang 

mengajukan judicial review (peninjauan kembali) ke Mahkamah   Konstitusi   (MK)   

terkait   pasal   tersebut   karena   dianggap   telah   mengekang kebebasan  

berpendapat  dan  melanggar  Hak  Asasi  Manusia.  Namun  dalam  putusannya,  MK 

beranggapan   bahwa   Undang-Undang   ITE,   khususnya   terkait   Pasal   27   ayat   

(3)   tidak bertentangan  hak  atas  kebebasan  berpendapat  yang  dimiliki  oleh  

seseorang  serta  tidak melanggar Hak Asasi Manusia.15 

Maka dari itu, penerapan UU ITE dalam kaitannya dengan hak dasar setiap 

warga negara dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak dapat 

dikurangi atau dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun, bahkan negara sekalipun.  

Sebab negara disini merupakan pihak yang mengemban tanggung jawab dalam hal 

menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia tersebut melalui ketentuan 

perundang-undangan. Hak yang dimiliki oleh seseorang juga membawa konsekuensi 

adanya kewajiban untuk menghormati hak orang lain atau adanya keterkaitan antara 

hak individu dengan individu lain atau dengan masyarakat sosial, sehingga 

mendapatkan pembatasan-pembatasan dengan tetap menghormati beberapa 

                                                             
15 Budi Suharyanto. (2013). Tindak Pidana  Teknologi Informasi  (Cyber Crime) : Urgensi 

Pengaturan  dan Celah Hukumnya. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14. 
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prinsip, seperti: dilakukan berdasarkan hukum, penghormatan terhadap hak 

kebebasan orang lain, tidak mengandung unsur propaganda, ujaran kebencian, 

ataupun hasutan yang ditujukan untuk menyebarkan permusuhan, diskriminasi, 

atau kekerasan. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
  

Setelah membahas mengenai Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat 

dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa kebebasan masyarakat dalam berekspresi untuk 

mengemukakan pendapatnya merupakan hak dan tanggung jawab dari negara 

demokrasi. Media sosial sebagai bentuk perkembangan teknologi informasi 

komunikasi merupakan sarana komunikasi yang tidak dapat diabaikan 

keberadaannya. Media sosial sebagai ruang publik untuk merealisasikan kebebasan 

berekspresi dan berpendapat mendorong negara demokrasi yang partisipatif. 

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi berbagai aturan 

internasional dalam menjunjung tinggi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. 

Konstitusi telah menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat yang selanjutnya 

ditafsirkan dalam undang-undang dan SKB tentang pedoman kriteria implementasi 

UU ITE No 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 Tentang ITE, kemudian 

aparat kepolisian mengeluarkan Surat Edaran demi tercapainya keamanan dan 

terhindarnya penyelewengan atas kebebasan yang dimiliki, sehingga dapat 

menganggu kebebasan orang lain. Hak untuk bebas berpendapat digunakan setiap 

hari oleh semua orang. Tidak perlu berpikir jauh, kehidupan sosial kita sangat 

bergantung pada kebebasan kita dalam berpendapat dan berekspresi. Semua 

postingan kita di sosial media didasari hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. 

Sosial media merupakan salah satu alat untuk kita berpendapat serta berekspresi 

dengan bebas di kehidupan nyata melalui dunia maya. Kita bebas untuk post gambar, 

video, atau tulisan apapun di akun media sosial kita. Tidak ada yang salah dari 

mengunggah semua hal itu, tetapi kita harus memastikan bahwa unggahan kita tidak 

membawa dampak negatif bagi pihak lain. 

 
 
 
  



Qawanin, Vol. 1, No. 1 (Agustus 2020) 

16 

UNGKAPAN TERIMAKASIH 
  

Bersyukur kepada Allah Swt atas ridha yang diberikan kepada saya untuk 

menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sangat 

kontributif dalam proses penyelesaian penelitian ini. Tak lupa saya ucapkan terima 

kasih kepada Pak Abdul Rahman dan Pak Fahri Bachmid Karena telah memberikan 

bimbingan serta Ibu Tendri Sapada dan Pak Aan Mamonto atas kritik dan saran yang 

diberikan terhadap penelitian ini. Terima kasih pula kepada sahabat-sahabat penulis 

(Volkgeist) serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu. 

Semoga ke semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan urusan. 

Aamiin allahumma aamin.   

REFERENSI 
 

Abdul Wahid dan Moh.Labib.(2015). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Bandung: 
Refika Aditama, hlm. 56. 

Budi Suharyanto. (2013). Tindak Pidana  Teknologi Informasi  (Cyber Crime) : Urgensi 
Pengaturan  dan Celah Hukumnya. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14. 

Darwin  Prinst. (2011). Sosialisasi  dan  Diseminasi  Penegakan  Hak  Asasi  Manusia. 
Bandung: Citra  Aditya  Bhakti, hlm. 81. 

Eko Riyadi. (2018). Hukum Hak Asasi Manusia. Depok: PT   Raja Grafindo Persada, hlm. 
6. 

Jakob Tobing. (2011). Kebebasan Berserikat Sebagai Hak Asasi.Civis, 3(1), hlm. 20 
M.  Arief  Mansur  Dikdik  dan  Elikatris  Gultom. (2015). Cyber  Law  Aspek  Hukum  

Teknologi  Informasi. Jakarta: Rafika  Aditama, hlm. 62. 
Niken Savitri.(2008). HAM Perempuan – Kritik Teori Hukum feminis terhadap KUHP.ctk. 

Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 4. 
Nurul Qamar. (2013). Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi. Jakarta: 

Sinar Grafika. hlm. 22-24. 
Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, hlm. 32 
Putu Eva Ditayani Antari.(2017). Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat 

Pada Media Sosial di Indonesia.Jurnal Hukum Undinas 4(1), hlm.21. 
 

 


